SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUS!I PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah dibidang perparkiran merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan
untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah
Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk  melakukan
pungutan dalam bentuk retribusi atas penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12
Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi
dengan Peraturan Perundang-undangan dan keadaan
sekarang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4533);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tanggal 22 Juni 2004. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004,
Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No.125. Tambahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia No.4488);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 No.96. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No0.5025);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049),

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655) ;

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

16.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-Undangan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 43);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor
03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor
44) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2010 Nomor 09);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor
10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

(FP)
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD
adalah DPRD Kabupaten Balangan.

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.

6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PPNS adalah
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang bertugas sesuai
dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun
dan bentuk lainnya.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

12.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

14 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

15.Pelayanan parkir di tepi jalan umum selanjutnya disebut pelayanan parkir
adalah penyedian pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



16.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang harus
dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir
kendaraan di tepi jalan umum yang dikuasai Pemerintah Daerah.

17 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah,
dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali
jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

18.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

19.Pelayanan tempat khusus parkir selanjutnya disebut pelayanan parkir adalah
penyediaan tempat khusus yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah
daerah.

20.Retribusi pelayanan tempat khusus parkir adalah pungutan yang harus
dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir
kenderaan di tempat khusus yang dimiliki Pemerintah Daerah.

21.Tempat khusus adalah tempat yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

22 Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri yang dapat
dipergunakan untuk mengangkut orang ataupun mengangkut barang,
terkecuali kendaraan yang mempunyai jalur jalan sendiri dan/atau berjalan di
atas rel.

23 Pengelola adalah pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat
khusus.

24.Pengelola pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus adalah
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang secara teknis
dilaksanakan oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) parkir atau pihak
swasta berizin.

25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

26 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

28 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.



